
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2OO9

TENTANG

PE RTANGG U NGJAWABAN P ELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2OOB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.

o.

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (i) Uncl;;ng-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Dai::r'dh
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undr,rrrg-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah mengajL.ikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaoan
Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Bidan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah t::hun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada f;uruf
a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pertanggungjaw;:|.:an
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Angg;iran
2008:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi .-ian

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nor'rror
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3,i12)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tanun
1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor tj2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 'igg7
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoi 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N<;inor
4048);

z.



o.

J.

4.

7.

a

o
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11.

12.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1997 Nomor44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
36BB);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

-47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);
undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-undang Nomor 1s rahun zoo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan'Lembaran Ne[ara
Republik Indonesia Nomor 4400);

undang-Undang Nomor 2s rahun 2004 tentang sistem perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara nepuntit Indonesia Tahun
20a4 Nomor 104, Tambahan Lembarin Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z0o4 Nomor 12s,
Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kari diubah terakiiir dengan UntJang_
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a&ag;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Neg"ara
Republik Indonesia Tahun z0o4 Nomor 126, Tambahan Lembiran
Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesr:a Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);



14.

15.

to.

tt,

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 1 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor l38);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor413g);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 2004
Nornor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor
37'fahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2005 trlomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara nepunfir Indonesia-fahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang pinjaman Daerah
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oos Nomor 136.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor lll.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200b tentang sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor
4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577);

20.

21.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a578);

Peraturan' Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran lrlegara Republik lndonesia Nomor 4SB5);

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, Tambahan Lembaran Negara Republik
f ndonesia Nomor 4614\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5g rahun 2007.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Daerah
Khusus lbukota Jal<arta Tahun 2007 Nomor S);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 200g tentang Anggaran pencJapatan
dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 2),

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 200g (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:
MCNCTAPKAN : PERATURAN DAEMH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAEMH TAHUN ANGGARAN 2OO8

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

LY.



(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

(3) Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari.

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.

b. lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah tercantum dalam Lampiran Vl peraturan daerah ini.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a
tahun anggaran 2008 sebagai berikut :

PendapatanDaerah Rp 19"221.757.880.603,03a.
b. Belanja Daerah

Surplusidefisit
Rp 15.956:526.086.574,00

Rp 3.265.231 .794.029,03

Rp 4.446.373.058.586,1 1

Pasal 3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

c. Pembiayaan Daerah
- Penerimaan Daerah Rp 1.364.256.321.930,08
- Pengeluaran Daerah Rp 183.115.057.373,00
Pembiayaan Neto Rp 1.181.141.264.557,08

d. SisaLebihPembiayaan
Anggaran (SILPA)

Uraian laporan realisasi anggaran
sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp'189.906.447.560,03 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 19.031.851 .433.043,00
b. Realisasi @Selisihlebih ffi

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp 4" 160.834.621 .759,00 dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran belanja setelah perubahan Rp 20. 1 1 7.360.708.333.00
Realisasi

serisihkurang tffi
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp 4"350.741 .069.319,03 dengan rincian sebagai berikut :

Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 1 .085.509.275.290,00)
Rp 3.265.231 .794.029,03

Selisih kurang Rp 4.350.741 069.319,03

a.
b.

a.
hu. Realisasi



(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
Rp.0.0B dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan

b. Realisasi

pembiayaan sejumlah

Selisih lebih Ro 0,08

(5) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp 95.631.989.267,00 dengan rincian sebagai berikut .

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 27g.747,046.640,00

b. Realisasi Rp 183.1 15.057.373,00
Selisih kurang (Rp 95.631.989.267,00)

(6) selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp 95.631.989.267,08 dengan rincian sebagai berikut .

a. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan

b. Realisasi
Selisih lebih

(7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2008

a. Saldo Kas di BUD per 31 Desember 2008
b. Sisa Kas di Bendahara pengeluaran

Yang di setor setelah 31 Desember 2009
SILPA Tahun 2008

Neraca sebagaimana
2008 sebagai berikut
a. Jumlah aset
b. Jumlah kewajiban
c. Jumlah ekuitas dana

a. Saldo kas awal per 1 Januaritahun 2008
b. Arus kas dari aktivitas operasi
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-

keuangan
Arus kas dari aktivitas pembiayaan
Arus kas dari aktivitas nonanggaran
Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009

Rp 1.364.256.321 .930,00
Rp 1 364.256.321 930,08

Rp 1 .085.509.275.290,00
Rp 1.1 81.141.264.557,08
Rp 95.631.989.267,08

terdiri dari :

Rp 4.426.341 .889. 1 s4,1 1

Rp 20.031 169 432,00
Rp 4.446.373.058.586,1 1

Rp 1 .316.629.1 12.91 0,08
Rp 5.768,558.41 2. 1 48,03

Rp (2.503.326.618.1 1 9,00)
Rp 78.130.019.469,00
Rp (153.676.972.895,00)
Rp 4.506.31 3.953.513,1 1

Pasal 4

dimaksud pada Pasal t huruf b per 31 Desember Tahun
:

Rp 384.629.034.582.7 22,12
Rp 300.485.681.803,86
Rp 38a,328.548.900.91 8,31

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun
yang berakhir sampaidengan 31 Desembertahun 2009 sebagai berikut :

d.

T.



Pasal 6

catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1

huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiridari :

: Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan
kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
keselarasan dan keterpaduan urusan
daerah dan fungsi dalam kerangka
keuangan negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asel
tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asel
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah ;dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah"

Neraca

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

Pasal I
Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian tenin tanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan ApBD.

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.5 :

Lampiran 1.6 :

Lampiran 1.7 :

Lampiran l.B

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10 :

Lampiran 1.11 :

b. Lampiran ll :

c. Lampiran lll :

d. Lampiran lV :

daerah untuk
pemerintahan

pengelolaan



Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 31 Agustus 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS

HAYAT
NrP 050012362

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2OO9 NOMOR 5

uSoTA JAKARTA,


